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ABSTRAK

Implementasi dari Undang-undang Nomar § Tahun 1999 vang mengatur
lentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat, maka
dibentuk suatu badan atau lembaga vang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPLY, vang bertujuan untuk membatasi timbulnya persaingan tidak
schat, KPPU adalah lembaga vang indipenden dan lembapa kuasi yudisial
lerhadap pelaksanzan undanpg-undany tersebut, dan bertujuan untuk melakuokan
penegakan hukum dalam persaingan usaha,

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana
pelaksanaan kewenangan KPPU sebagar lembaga pengawas persainpan usaha;
bagaimana eksistenst KPPU dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha di
Indonesia; bagaimana kekuatan hukum putusan KPPU dan penyelesaian senpketa
persaingan  usaha di Pengadilan Negeri Jakana Baral. Untuk  menjawab
permasalahan i dilakukan penelitian vang bersifat vuridis sosiologis denpan
melode pengumpulan data sekonder dan primer. Data primer dilakukan i
Pengadilan Meperi Jakarta Barat, dan Komisi Penpawas Persaingan 1lsaha
(KPP dengan menggunakan melode wawancara. Data sekunder dilakukan
dengan penelitian kepustakaan,

Fewenangan KPPL dalam prakok dilakukan sesvai dengan apa wang
ditegaskan dalam Pasal 36 Undanp-undang Nomor 5 Tahun 1999 walaupun dalam
pelaksanaannya ada kendala-kendala, seperti belum adanva kerjasama vang baik
dengan pihak-pihak terkait, vaitu kepolisian untuk melakukan penyidikan schagai
tindak lanjut dan proses pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran Undang-undang
Momor 5 Tahun [9%%9 Peraturan pelaksanaan proses penyelesaian senghketa
persaingan usaha diatur dengan Surat Kepotusan Nomor SR PPUSEPA X 2000
tentang Tala Cara Penyampaian Laporan dan Penanpanan Dugaan Pelanpearan
Undang-undang Momor 5 Tahun 1999 Dari apalisis terhadap data dapat
disimpulkan babwa eksistenst dan kekuatan hukum putusan KPPU dapat dilihat
dalam penyelesaian kasus persekongkolan tender saham dan ebligasi konversi PT,
Indomobil Sukses Internasional. Proses penyelesaian senpketa persaingan usaha
tidak schat di Pengadilan Megeri Jakaria Baral merupakan upaya hukum terhadap
permobonan keberatan atas putusan KPPU dalam kasus tersebul dan dilakukan
dengan berpedoman pada hukum acara perdata.



I1|I 14 ——

UPT Peniry |
Lllll_li Iilli.:.:-'.:‘-'\'; Tk a |

. T i _._'.._.-- : i JI
BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Pesatnva perkembangan ckonomi dewasa ini tilak terlepas dari kemajuan
leknelegt dan juga mevas) sebagai akibat dari kemajuan teknologi tersebut, Secara
paris  busar,  perckonomian Indonesia mengalami pertumbuhan denpan
penimekatan vang sangat tinggl, pengaruhnya telab membuka peluang besar bagi
pertumbuban dunia usaha. Untuk mempertahankan momentum pembangunan,
Pemerimah secura Konsisten menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang
makim memperbesar peran sektor swasta dalam perckonomian bangsa diiring
dengan pengurangan keterlibatan langsung perusahaan di dalam kegiatan bisnis, "

Boritik terhadap kecenderungan konsentrasi usaha di Indonesia telah
banyak ditwcarakan baik dikalangan prakuss, slmuwan dan pengusaha, adalah
lentang fenomena yang paling banyvak menomol dalam perekonomian yaitu dalam
bentuk  dominast konglomerasi perusabaan yang tidak mendorong  adanva
persamgan sehat.

Persaingan merupakan suatu usaha yang sangat dibutuhkan dalam rangka
memajukan dan mengembangkan koalitas, bak dan sexi individu  maupun
korporast. Dalam dunia usaha atau bisnis. kompetist atau persaingan akan sangat
hagus dalam perkembangan usaha atau bisnis ity sendirt, untuk jangka wakiv yang

prAnEnL.
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Pada dasarmya persaingan atau kompetisi merupakan salah satu cara untuk
memotivasi imbulnya inovasi, seperti vang 12lah diungkapkan di atas. Ini semua
tidak terlepas dar adanya dampak kemajuan teknologi.

Dalam menghadapi era globalisasi persaingan dunia usaha merupakan
salah satu yang sangat diperhatikan pemerintah, Negara memang tidak dapat
berjalan dan maju tanpa adanva dunia vsaha vang berkembang pesat dan efisien,
namun chisenst bukanlah suatn kata yang sederhana dan muofuk. Makna vang
terkandung di dalammva memuat berbapai penjabaran dan berbagai macam
rambu-rambu, batk vang terbentuk sebagai suatu aturan main vang telab diatur
datam perundang-undangan macpun hanva dalam bentuk-bentuk “kode etilk”
Pesatnva  perkembangan dunia usaba  adakalanva  tidak  diimbangt  denpan
“penciplaan” rambu-rambu pengawas

Iada akhir tahun 1998 legadi krisis keuangan vang dimulai dar Thailand,
keadaan it juga terjadt de Indonesia. Semula krisis kevangan menjadi krisis
ckonomi, tetapt kemudian menyu krisis multidimensi yang berdampak pada
rontoknya rezim orde bar

Praktik perssingan lidak sehat dalam bisnis sebenarmya sudah diatur dalam
berbagal Pasal vang terscbar dalam produk perundang-undangan nasional, seperti
Botab Undang-undang Hukum Perdata, Kilab Undang-undanp Hukum Pidana,
Undang-undang Merek, Lindang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang

i Ly
Ferbankan Masional.”
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Pembentukan undang-undang tersebut merupakan salah saty bentuk intervensi
pemerimlah lerhadap persampan dunia usaha.

Pokok kebijakan penegakan persaingan sehat harus dilandasi denpan
tujuan tercapainya efisiensi ckonomi, adanya perlindungan terhadap konsumen
dan terbukanya peluang pasar scluas-luasnya untuk menjapa apar tidak terjadi
pengelompokan usaha pada kelompok-kelompok tertentu. Apabila ini terjadi,
harga suatu prinduk vang dimenopoli ditentukan olch pengusaha tanpa masyarakat
mempunyai kesempatan untuk membela diri.

Pada masa orde baru pemenntah bekerjasama denpan IMF (fmrernational
Maotterery Fund) dalam bentuk pembenan pingaman dana untuk pembangunan,
hingga sckarang  Seperti yang diketahui bersama bahwa Amerikalah yvang
bermam dibelakang IMF, maka dengan memberikan pinjaman dalam jumlah vang
cukup besar, seliap tahunnya Indonesia terlifit hutang hingga sekarang.

Fada krisis ekonomi akhir tabun 1997 dan awal tabun 1998, IMF telah
menjadi kreditor bagt Indonesia dalam rangka menpgatasi krisis moneter yang telah
melanda dan membuat lerpuruknya ekonomi indonesia secara luas, mau tidak mau
Indonesia harus membuat dan memberlakukan Undang-undang Anti Monopali
dengan dikeluarkannyva Undang-undang Nomor 5 Tabun 1999 fentang Larangan
Prakiik Monopoli dan Persaingan Usaba Tidak Sehat

Imi semua tidak terlepas dari politik ekonomi kapitalis yang berusaha

masuk ke Indonesia dengan berbapai cara. Para nepara kapitalis dengan

Y Suan Remy Sialiderni, DA AN ARONCHPOLE Tantarman dan Masalad o Seymerarna, Jurmal
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prapagandanya berusaha mensosialisasikan peraturan persaingan usaha dengan
tujuan kepentingannva terlindungs eleh hukum

Lahirnya konglomerast di Indonesia Karena diakibatkan kebijakan yang
berorientast tidak  sennbang, vang oleh  akademisi dikenal denpan  erars
cagite{ise alaw Kapitalis semu. Dalam konteks int kapitalisme atau konglomerasi
yang timbul bukan karena tingeinya produktivitas dan efisiensi, tapi lebih bersifal
semu,”

Indonesia merupakan negara vang menjadi incaran investor asing untuk
tumbuh dan berkembang, akan tetapi cenghraman atau campur tangan pemerintah
sanpat besar, schingga sulit bage mereka untuk masuk dan berkembang Sistem
chonomi di Indonesia adalah sistem ckonomi Pancasila dan ita bertemtanpan
dengan sistem ekonomi kapitahs yang cenderung memakai free fighe lberalism,
vang membenarkan ehsploitasi terhadap manusia, etatisme di mana negara beseria
aparatur ekonomi bersifal dominan serta mendesak meminimumkan potensi dan
daya kreasi unit ckonomi di luar sektor negara, dan pemusatan ekonomi pacda
salah satu kelompok dalam lingkup monopoli vang merugikan masyarakat ™

Dialam Pasal 33 Undang-undang 1945 ditegasken babwa hajat hidup orang
banyvak dan sumber daya alam vang terkandung di dalamnya dikuasai oleh nepara,
“Monopoli” vang dilakukan oleh nepara artinva monopoli dapat di legitimasi di
dalam  konstitusi Indonesia. Dalam Kenyataannva kita mungkin tidak dapat

menghindarkan dire dart praktik monopoli vang sekarang ada disekitar kita

* Sutrisnn Twantono, Melatar belabangt didefuarkamye Undap-indiong Newor 5 Talun 1999,
PROBCEEFINGS, Rangkaian Lokakarya Terbatas Tukum Kepailitan dan Wawasan Hukum
Bisnis Lainnva, 2003 Tl 4
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BAB I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN

A. Wewenang KPPU Sebagai Pengawas Persaingan Usaha Tidak Schat
Dalam Praktiknva

Undang-undang Nomor 5 Tahun 15999 Tentang  Larangan  Praktik
Muonopolt dan Persaingan Usaha Tidak Schat, tidak secara eksplisit merumuskan
twuan komist Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya dischut KPPUY, Akan
tetape dari pengertian vang diberikan tentang KPPU pada Pasal 1 angka 18 dan
Pasal 30 ayat (100, dapat diketahw babwa konusi ini mempunyai tugas urtuk
menpawasi pelaksanaan Undang-undang Momor 8 Tahun 1999, vaitu dalam hal
i mengawast pelaku usaba dalam menjalankan  kegiatannya agar tidak
melakukan prakiik monopoli atau persaingan usaha tdak sehat.

Drengan melibat sasaran yang diharapkan oleh pembentuk LIndang-undang
Momor 5 Tahun 1999, vaitu situasi persaimpgan yang sehat dan wajar, clekiif,
chisien, sehinppa dapal mendorong pertumbuhan ckonomi, maka keberadaan
Undang-undang Momor 5 Tabun 1999 dapat dikatakan merupakan kelengkapan
hukum vang diperlukan dalam suate perekonomian vang menganut mekanisme
PRSI

Schubungan dengan bal di atas, tujuan pembentukan KPPU  adalah
menciptakan kondisi persaimgan yang schat apar tidak terjadi praktik-praktik

ekonomi vang curang. Unluk mencapai tujuan tersebut, kepada KPPU diberikan

al
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komisi Pengawas Persampan Usaba (KPPU) mempunyal kewenangan
vang sangat luas mular dar menenma laporan atau inisiatif KPPU sendin,
menvelidiki, memanggil pelaku usaha kemudian memeriksa, memutus dan
memjatubikan pulusan. Kewenangan KPPL di tegaskan di dalam Pasal 38
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Perzaingan Usaha Tidak Sehat, menyiratkan bahwa KPPU scperti
polist sebagal penyehidik, jaksa sebaga penuntut umum dan hakim sebagai
pemutus perkara dan kewenangan e dapat dilaksanakan baik dalam
kepiatan kajian pelaku usaha, monitoring pelaku usaha maupun penangan
dalam perkara pemenksaan pandahuluan dan pemeriksaan lanjutan.

Drari 30 kasus vang ditangani oleh KPPU kita dapal melihat cksistensi
KPPU dalam menyelesmkan sengheta persaingan usaha di Indenesia, Dar
30 kasus vanp banyak ditangzani oleh KPP 27 daantaranva adalah perkam
tender. KPPU merupakan lembaga independen dan terpolone bara di
Indonesia, sebagal lembapa penpawas persaingan usaha KPPU juga dapat
i kategonkan scbapm lembapa koasi vudisial vang dapat menpadili
pelaku usaha yang diduga melakoukan pelanggaran Undang-undang Momor
3 Tahun 1499,

Kekuatan hukum putusan KPP tidak bersifat final dan mengikal, artinya

masih ada vpaya hukum vang dapat ditempub oleh pelaku wsaha yang
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